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Dalam pelaksanaan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak
semudah perceraian pada suami istri yang bercerai pada umumnya, dalam
perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdapat aturan hukum mengenai
perceraian tersebut, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bercerai harus mematuhi
undang-undang pembagian gaji. Dalam hal seorang perempuan yang suaminya
seorang pegawai negeri. Hal ini bertujuan untuk mantan istri dapat memperoleh
hak-haknya dari mantan suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana melindungi
hak-hak perempuan pasca perceraian dengan mantan suami yang berstatus
Pegawai Negeri Sipil (PNS). 2) Bagaimana perspektif perlindungan hak-hak
perempuan setelah bercerai dengan mantan suami yang berstatus Pegawai Negeri
Sipil (PNS).

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan Perlindungan Hak-Hak
Perempuan Pasca Perceraian Dengan Mantan Suami Yang Berstatus Pegawai
Negeri Sipil (PNS) dan untuk menganalisis Perlindungan Hak-Hak Perempuan
Pasca Perceraian Dengan Mantan Suami Yang Berstatus Mpegawai Negeri Sipil
(PNS) Studi Kasus Kecamatan Doko Kabupaten Blitar.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian yuridis empiris
dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan
cara wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap 5 narasumber
serta 3 hakim. Data yang diperoleh kemudian direduksi dan dijelaskan, hingga
akhirnya ditarik kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan teknik
triagulasi.

Hasil penelitian: 1). Berdasarkan data penelitian dapat disimpulkan bahwa
terdapat peraturan yang mengatur tentang pemenuhan hak-hak perempuan pasca
perceraian. Namun perlindungan hukum dan realisasi hak-hak tersebut masih
belum merata sehingga perlu adanya sosialisasi dan peningkatan perlindungan
hokum terhadap perempuan yang mengalami perceraian. 2). Berdasarkan
perspektif perlindungan perempuan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian
dengan mantan suami yang berstatus pegawai negeri sipil,.terdapat hak-hak
mantan istri yang harus dipenuhi seperti halnya nafkah masa iddah, nafkah
mut’ah, dan mahar yang belum dibayarkan. Dukungan ini bersifat wajib karena
tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang saat ini masih berlaku.
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In carrying out divorce for Civil Servants (PNS) it is not as easy as divorce
for divorced husbands and wives in general, in divorce for Civil Servants (PNS)
there are legal regulations regarding divorce, Civil Servants (PNS) who divorce
must comply with the law salary distribution. In the case of a woman whose
husband is a civil servant. This aims to ensure that ex-wives can obtain their rights
from ex-husbands who have Civil Servant (PNS) status.

The formulation of the problem in this research is: 1) How to protect
women's rights after divorce from an ex-husband who has the status of a Civil
Servant (PNS). 2) What is the perspective of protecting women's rights after
divorcing an ex-husband who has the status of a Civil Servant (PNS).

This research was conducted to describe the protection of women's rights
after divorce with ex-husbands who have civil servant (PNS) status and to analyze
the protection of women's rights after divorce with ex-husbands who have civil
servant (PNS) status. Case study of Doko District, Blitar Regency .

The type of research used by researchers is empirical juridical research
using a qualitative approach. Data collection was carried out by means of
interviews and documentation. Interviews were conducted with 5 sources and 3
judges. The data obtained was then reduced and explained, until finally
conclusions were drawn. Checking the validity of the data was carried out using
triagulation techniques.

Results of this research: 1) Based on research data, it can be concluded
that there are regulations governing the fulfillment of women's rights after
divorce. However, legal protection and the realization of these rights are still not
evenly distributed, so there is a need for socialization and increasing legal
protection for women who experience divorce. 2) Based on the perspective of
women's protection of women's rights after divorce from an ex-husband who has
civil servant status, the court has the authority to determine the support that the
ex-husband must pay for the ex-wife. This support is mandatory because it is
contained in the legislation which is currently still in force.
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